


5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2036),

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 155);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor
128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2015 Nomor 177).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA

PERSIAPAN LIKU MULYA SAKTI DI KECAMATAN BULIK DAN
DESA PERSIAPAN BATU SELIPI KECAMATAN BELANTIKAN
RAYA DI KABUPATEN LAMANDAU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.
5

Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Lamandau.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berada di Kabupaten Lamandau.

Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Dan
Pengawasan Desa Persiapan Yang Akan Dibentuk Menjadi Desa Definitif untuk
mempersiapkan suatu Desa yang akan diresmikan menjadi Desa definitif agar
dapat siap dan mandiri untuk menjalankan Pemerintahan Desa.

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Dan
Pengawasan Desa Persiapan Yang Akan Dibentuk Menjadi Desa Definitif untuk
memonitoring penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah menjadi Desa
definitif.

Tim Pembentukan Desa Persiapan adalah suatu Tim yang dibentuk dengan
Keputusan Bupati yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan
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pengawasan pada Desa yang aan dipersiapkan menjadi Desa definitif, dimana
Tim ini langsung bertanggung jawab kepada Bupati Lamandau. .

9. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang
dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. .

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.

13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas
dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

14. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati
hal yang bersifat strategis.

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.

Pasal 2

(1) Maksud dari pembentukan desa persiapan adalah untuk meningkatkan
kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil
guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan
dan kemajuan Pembangunan.

(2) Tujuan dari pembentukan desa persiapan adalah :

a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;

c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan

e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Nama Desa Persiapan, Luas dan Tata Batas
Pasal 3

(1) Nama Desa Persiapan yang dibentuk adalah :
a. Desa Persiapan Liku Mulya Sakti di Kecamatan Bulik; dan
b. Desa Persiapan Batu Selipi di Kecamatan Belantikan Raya.

(2) Desa Persiapan Liku Mulya Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
adalah pemekaran dari Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik.

(3) Desa Persiapan Batu Selipi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
adalah pemekaran dari Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya.

(4) Luas wilayah adalah :
a. Luas Desa Persiapan Liku Mulya Sakti adalah seluas 3.233,69 Ha (terlampir

pada Lampiran I Peraturan Bupati); dan
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(5)

b. Luas Desa Persiapan Batu Selipi adalah seluas 683,04 Ha (terlampir pada
Lampiran II Peraturan Bupati).

Batas administratif desa persiapan adalah sebagai berikut :

a. batas Desa Persiapan Liku Mulya Sakti ini adalah sebagai berikut :
1) sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Mentawa ;
2) sebelah timur berbatasan dengan Desa Bukit Indah;
3) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukamara; dan
4) sebelah barat berbatasan dengan Desa Tamiang;

b. batas Desa Persiapan Batu Selipi ini adalah sebagai berikut :
1) sebelah utara berbatasan dengan Desa Bayat;
2) sebelah timur berbatasan dengan Desa Bayat;
3) sebelah selatan berbatasan dengan Bayat; dan
4) sebelah barat berbatasan dengan Desa Bayat.

Bagian Kedua
Penjabat Kepala Desa
Pasal 4

(1) Penetapan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

rekomendasi dan kode register desa dari Gubenur Kalimantan Tengah.

Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal
dari unsur Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling
lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam
masa jabatan yang sama.

Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala Desa induknya.

BAB III
BENTUK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5

Bentuk Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman
umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Tim Pembentukan Desa Persiapan.
Untuk pendanaan kegiatan pembinaan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Bukit Indah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bayat
selaku desa induk.

Desa Persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan berdasarkan
hasil rekomendasi dari Tim Pembentukan Desa Persiapan.

Jika berdasarkan hasil rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan, bahwa
Desa Persiapan Liku Mulya Sakti dan Desa Persiapan Batu Selipi tidak layak
menjadi Desa, maka statusnya dapat dikembalikan menjadi Dusun sebagai
salah satu bagian dari Desa Bukit Indah dan atau Desa Bayat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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